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ABSTRAK  

 
 
Iqbal Nusantara Al Goni, 201710115222, Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 8 
Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran Dalam Meminimalisir Prostitusi Di 
Wilayah Tangerang, 2021 
 
Pengaturan mengenai prostitusi ini juga termuat dalam peraturan yang dibuat oleh 
Perda Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Prostitusi yang berlaku di 
wilayah Kota Tangerang. Ketentuan yang terkait dengan prostitusi antara lain 
disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2)Perda Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan 
Prostitusi menyatakan, bahwa “siapapun di Daerah dilarang baik secara sendiri 
ataupun bersamasama untuk melakukan perbuatan pelacuran. Rumusan masalah 
dalam skripsi ini mengenai alasan-alasan yang melatarbelakangi terjadinya tindak 
pidana prostitusi di wilayah Kota Tangerang dan pelaksanaan Perda Nomor 8 
Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran dapat meminimalisir terjadinya tindak 
pidana pelacuran khususnya di wilayah Kota Tangerang. Skripsi ini menggunakan 
metode penelitian hukum normatif (kepustakaan) didukung wawancara untuk 
mendapatkan kesimpulan bahwa alasan-alasan yang melatarbelakangi terjadinya 
tindak pidana prostitusi di wilayah Kota Tangerang, yaitu alasan yang paling 
dominan karena faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, 
alasan lainnya faktor putus cinta, dampak lingkungan dan yang terakhir tinggi 
hasrat seks yang menjadi konsumen prostitusi. Alasan lainnya berdasarkan 
narasumber yang menjelaskan dikarenakan tertipu oleh rayuan atau janji manis 
mucikari yang katanya hendak mencarikan kerja yang pantas dan gajinya besar 
juga sehingga tertarik untuk melakukan prostitusi.Pelaksanaan Perda Nomor 8 
Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran dapat meminimalisir terjadinya tindak 
pidana pelacuran khususnya di wilayah Kota Tangerang merupakan salah satu 
tugas dan kewenangan dari Satuan Polisi Pamong Praja agar dapat efektif. 
Faktanya, terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan penerapan Perda 
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran di Wilayah Kota Tangerang 
seperti kurangnya jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja dan tidak jeranya 
pelaku prostitusi dikarenakan harus memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, 
sehingga hal ini berdampak tidak efektifnya penerapan Perda Nomor 8 Tahun 
2005 tentang Pelarangan Pelacuran di Wilayah kota Tangerang.  
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ABSTRACT 
 
Iqbal Nusantara Al Goni, 201710115222, The Effectiveness of Regional 
Regulation Number 8 of 2005 concerning Prohibition of Prostitution in 
Minimizing Prostitution in the Tangerang Region, 2021  
 
This regulation regarding prostitution is also contained in the regulation made by 
Perda No. 8 of 2005 concerning the Prohibition of Prostitution which applies in 
the Tangerang City area. Provisions related to prostitution, among others, are 
stated in Article 2 paragraph (2) of Regional Regulation Number 8 of 2005 
concerning the Prohibition of Prostitution, which states that "anyone in the region 
is prohibited either individually or collectively from committing prostitution. The 
formulation of the problem in this thesis concerns the reasons behind the 
occurrence of criminal acts of prostitution in the Tangerang City area and the 
implementation of Regional Regulation Number 8 of 2005 concerning the 
Prohibition of Prostitution can minimize the occurrence of prostitution, especially 
in the Tangerang City area. This thesis uses a normative legal research method 
(literature) supported by interviews to get the conclusion that the reasons behind 
the occurrence of criminal acts of prostitution in the Tangerang City area are the 
most dominant reasons due to economic factors to meet the needs of daily life, 
other reasons are dropping factors. love, environmental impact and the last high 
sexual desire which becomes a consumer of prostitution. Another reason is based 
on the source who explained that he was deceived by the seduction or sweet 
promise of a pimp who said he wanted to find a decent job and a large salary so 
that he was attracted to prostitution. The implementation of Perda No. 8/2005 
concerning the Prohibition of Prostitution to minimize the occurrence of criminal 
acts of prostitution, especially in the Tangerang City area, is one of the duties and 
authorities of the Civil Service Police Unit in order to be effective. In fact, there 
are several problems in the implementation of Perda No.8 of 2005 concerning 
Prohibition of Prostitution in the Tangerang City Area, such as the lack of 
personnel from the Civil Service Police Unit and the absence of prostitutes 
because they have to meet the needs of their families, so this has an ineffective 
implementation of Regional Regulation No. 8. 2005 concerning the Prohibition of 
Prostitution in the Tangerang city area. 
 
Keywords: Effectiveness, Regional Regulations, Prostitution,  
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MOTTO 

Kita yang berusaha dan Allah SWT yang menentukan, maka dari itu teruslah 

berusaha dan teruslah berdoa, karena usaha tanpa doa adalah sombong  

dan doa tanpa usaha hanyalah omong kosong 
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berkecil hati disaat apa yang kita impikan belum tercapai, mungkin Allah SWT 

ingin melihat seberapa besar perjuangan kita, orang yang pandai adalah orang 

yang belajar dari kesalahannya di masa lalu, agar tidak mengulangi kembali 

kesalahannya dan orang yang kuat bukanlah orang yang tidak pernah terjatuh, 

tetapi orang yang sesegera mungkin bangkit meskipun sering kali terjatuh 
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